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ABSTRAK 

 

TATA CARA PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA 

WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN 

PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh 

 

RIZQI DWI NURROHMAN 

 

Tujuan pembuatan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan 

Pengenaan NPWP dan kepatuhan pajak apakah BUMDes Artha Mulya sudah 

mengikuti aturan perpajakan yang berlaku atau belum memahami dan masih ada 

kendala yang perlu diperbaiki kedepannya oleh pihak BUMDes Artha Mulya. 

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan laporan menunjukan bahwa pihak BUMDes belum 

memahami tata cara pembuatan NPWP karena masih kurangnya Pelaksanaan 

Pengenaan dalam mengurus berkas yang dibutuhkan untuk membuat NPWP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan terbesar Negara Indonesia adalah dari Pajak yaitu sekitar 80%, 

yang mana pajak memang sudah menjadi keharusan bagi setiap warga negara 

untuk dilaksanakan kewajibannya dalam pembangunan Negara Indonesia. 

Pajak memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam pelaksanaan 

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Pajak mempunyai 

kontribusi besar untuk pemerintah Indonesia supaya tercapainya tujuan dari 

pembangunan secara adil dan pembangunan yang dapat mensejahterakan 

masyarakat. Pajak yang dipungut dari rakyat secara paksa dengan adanya 

peraturan yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia sehingga menjadi 

seperti sekarang. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kepada 

rakyat bersifat wajib sehingga pemerintah memiliki kuasa penuh serta 

kekuatan hukum untuk menindak lanjuti apabila wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana dengan mestinya yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. 
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Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, digunakannya untuk keperluan Negara bagi 

kemakmuran rakyat. Pajak juga sebagai pungutan yang wajib dibayar dan 

dilaksanakan oleh individu maupun suatu badan dan akan digunakan untuk 

memenuhi kepentingan negara dan masyarakat umum. Manfaatnya sendiri 

tidak dirasakan secara langsung melainkan pihak-pihak yang membayar pajak 

akan merasakan dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang telah 

diberikan negara. (Resmi,2019) 

Rendahnya kesadaran masyarakat yang belum mengetahui tentang 

peraturan perpajakan di Indonesia. Hal seperti ini perlu mendapatkan 

dukungan dari pemerintah dalam membantu masyarakat agar dapat 

memahami peraturan tentang perpajakan, sehingga masyarakat yang menjadi 

wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan. Dengan ini masyarakat 

akan lebih paham terhadap peraturan perpajakan yang didapatkan dari 

dukungan pemerintah. Ketidatahuan masyarakat tentang ketentuan dan tata 

cara perpajakan membuat mereka lebih memilih tidak ber-NPWP karena 

mereka beranggapan akan menyulitkan atau membuat bingung. Kesejahteraan 

rakyat dapat tercapai dengan mewujudkan nya dan dapat didukung oleh biaya 

yang memadai yang diperoleh dari pajak. Fungsi pajak diantaranya sebagai 

sumber keuangan Negara (budgetair). Wajib pajak harus mempunyai 

kewajiban untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak). Salah satu syarat utama untuk menjalankan kewajiban 

perpajakan harus memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain 

sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP juga dapat digunakan sebagai Surat 
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Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri 

atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di 

bidang perdagangan dan jasa. Pembuatan surat usaha ini agar pemerintah 

dapat melihat berapa pendapatan yang dimiliki suatu badan usaha tersebut 

dan kebijakan pajak yang diberikan tergantung besaran pendapatan usaha 

yang dijalankan. 

Pentingnya memiliki NPWP agar memudahkan suatu badan usaha atau 

perusahaan dalam mengurus persyaratan administrasi perpajakan. Ketika 

suatu badan usaha telah memiliki NPWP, maka usaha tersebut dapat diakui 

secara hukum dengan memiliki legalitas atau suatu badan usaha dapat diakui 

oleh masyarakat. Dalam perhitungan Pajak jika memiliki NPWP maka tarif 

yang dikenakan atas wajib pajak akan ringan. Sedangkan, apabila wajib pajak 

belum memiliki NPWP maka akan mendapat sanksi berupa denda sesuai 

yang di tetapkan oleh undang-undang perpajakan. 

Karena masih rendahnya kepatuhan suatu badan dalam memiliki NPWP 

maka penting untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

kepemilikan NPWP.  Terdapat banyak BUMDes yang berada di Provinsi 

Lampung tetapi belum memiliki NPWP salah satunya adalah BUMDes Artha 

Mulya. Oleh karena itu penulis berinisiatif memberikan Pelaksanaan 

Pengenaan akan pentingnya memiliki NPWP. Berdasarkan pemaparan latar 

belakang dalam Pelaksanaan Pengenaan dalam kepatuhan perpajakan diatas 

sehingga saya selaku penulis mengambil judul “TATA CARA 

PEMBUATAN NPWP BUMDES ARTHA MULYA DESA 

WALUYOJATI, KECAMATAN PRINGSEWU, KABUPATEN 

PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah dalam Laporan 

Tugas Akhir ini yaitu: 

Bagaimana Tata Cara Pembuatan NPWP dalam proses pendaftaran NPWP di 

BUMDes Artha Mulya. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah: 

Untuk mengetahui Tata Cara Pembuatan pajak yang ada di BUMDes Artha 

Mulya serta untuk mengetahui Proses dalam pendaftaran NPWP di BUMDes 

Artha Mulya. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari Penulisan Laporan yang telah dibuat 

bagi BUMDes Artha Mulya sebagai saran yang telah diberikan, dan 

Pelaksanaan Pengenaan pajak yang dapat diterapkan bagi kepatuhan pajak 

dalam hal kepemilikan NPWP di BUMDes. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 

kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 

jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan 

secara umum. (Resmi, 2019) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri pengertian pajak 

yaitu sebagai berikut: 

a) Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara. 

b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. 

c) Iuran wajib yang bersifat dapat dipaksakan. 
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d) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

e) Pajak digunakan sebagai kepentingan umum, membiayai pengeluaran 

pemerintah guna kepentingan Negara. 

Dalam melakukan pungutan pajak di Indonesia menurut (Mardiasmo,2018) 

terdapat sistem Pemotongan yang diterapkan, diantaranya :  

1. Official Assessment System ialah memberi wewenang kepada pemerintah 

(atau fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak;  

2. Self Assessment System memberikan wewenang kepada Wajib Pajak 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang; dan  

3. With Holding System memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan 

fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau 

memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018). 

2.2 Fungsi Pajak 

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijabarkan sebelumnya dan juga 

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terdapat fungsi tertentu pada 

pajak, berikut dua fungsi pajak yaitu: 

a) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 
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Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis 

pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nila (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), dan sebagainya. 

b) Fungsi Regulerend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan.(Resmi, 2019) 

2.3 Objek Pajak 

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau 

keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Resmi, 2019) 

2.4 Subjek Pajak 

Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk 

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak 

penghasilan. Undang-undang pajak di Indonesia mengatur pengenaan pajak 

terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau 

diperoleh atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan 
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yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara 

objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak.  

Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut. 

1. Subjek Pajak Orang Pribadi. 

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

3. Subjek Pajak Badan. 

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).( Resmi,2019). 

2.5 Jenis-Jenis Pajak 

  Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, 

menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, ketiga jenis tersebut 

menurut kelompoknya masing-masing adalah: 

a. Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi beban 

Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Pajak tidak langsung dapat terjadi jika ada terdapat suatu kegiatan 

atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya: 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM). 
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b. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya: Pajak Penghasilan 

(PPh). 

2. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan 

tempat tinggal, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

c. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya, contohnya: PPh, PPN, dan PPnBM. 

2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, 

baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009, contoh pajak daerah antara lain: Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Rokok, 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan 
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Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan.(Resmi, 2019) 

2.6 Pengertian NPWP 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana 

dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

NPWP biasanya digunakan untuk melakukan transaksi terkait perpajakan. 

Hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan 

mencantumkan NPWP. Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan 

perseorangan atau badan untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). 

Setiap wajib pajak diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP 

terdiri dari 15 digit. 9 digit pertama adalah kode wajib pajak, sedangkan 6 

digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Kode ini menjamin 

agar data perpajakan tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya. guna menjaga 

ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi 

perpajakan. 

2.6.1 Fungsi NPWP 

Berikut merupakan fungsi jika suatu badan telah memiliki NPWP, antara 

lain: 

a) Mengetahui identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan. 

b) Sebagai sarana administrasi perpajakan. 
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c) Menjaga ketertiban pembayaran pajak. 

d) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.  

2.6.2 Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Berikut merupakan dasar hukum jika suatu badan telah memiliki NPWP, 

antara lain: 

1. Undang-Undang KUP Pasal 2 Ayat 1-5 

2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata 

Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan 

Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak, serta 

Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.  

3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2018 tentang 

Pengertian dan Fungsi NPWP. 

2.6.3 Syarat Mengajukan Permintaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Berikut merupakan syarat-syarat jika mengajukan permintaan ber-NPWP, 

antara lain : 

a. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas: 

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya. 

2. Identitas keterangan tempat tinggal sementara/tetap. 

b.    NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas: 
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1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya. 

2. Identitas keterangan tempat tinggal sementara/tetap. 

3. Surat pernyataan keterangan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan. 

c.   NPWP bagi wajib pajak badan: 

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya 

dari salah satu pengurus. 

2. Akta Pendirian atau menggunakan SK Pembentukan/Pendirian usaha.  

2.6.4  Yang Wajib Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Berikut yang wajib memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, antara lain : 

a) Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan tersebut telah 

dilakukan. 

b) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan di atas PTKP, paling lambat pada akhir tahun berikutnya 

setelah penghasilan wajib pajak tersebut yang disetahunkan telah 

melebihi PTKP. 

c) Badan yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, paling lambat 

satu bulan setelah pendirian. 

d) Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong 

atau pemungut pajak, paling lambat satu bulan setelah pendirian. 

e) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, 

paling lambat pendaftaran NPWP adalah sebelum melakukan 

pemotongan atau pemungutan pajak. 
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2.6.5  Tata Cara Pembuatan NPWP BUMDes  

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara      

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

a) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. 

b) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan 

pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu 

dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh 

NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. 

c) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak 

melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai 

dengan  suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling 

lama pada akhir bulan berikutnya. 

d) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada nomor 1 dan 2, dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

e) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi 

ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 
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f) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang: 

1. Memilih sebagai PKP; atau 

2. Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam 

suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang 

Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan 

yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil,wajib melaporkan usahanya 

untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya. 

g) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud  

pada nomor 1, 2, 3, 5, 6 diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai 

PKP secara jabatan. 

2.7 BUMDes 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Badan 

Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUMDes resmi ditetapkan sebagai 

badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna 

mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

BUMDes merupakan agen yang menopang kegiatan ekonomi desa yang 

mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial dengan berpihakan kepada 

kepentingan desa atau masyarakat dengan kontribusinya sebagai penyediaan 
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pelayanan masyarakat. Tidak hanya itu, BUMDes juga mempunyai tujuan 

mencari keuntungan melalui penyediaan serta penawaran sumber daya desa 

seperti barang dan jasa ke pasar lokal, untuk menjalankan usahanya dengan 

berasaskan prinsip efektifitas dan efisiensi. 

BUMDes menjadi salah satu usaha atas permasalahan yang biasanya 

terjadi di desa terutama di lingkup masyarakat agar memajukan 

perekonomian desa dan dapat memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). 

BUMDes sendiri dapat meningkatkan perekonomian dan potensi desa melalui 

pertanian, peternakan, simpan pinjam, perkebunan, dan wisata. Badan Usaha 

Milik Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB), tetapi bukan 

koperasi, PT, CV atau lembaga keuangan. BUMDes adalah kegiatan di 

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh 

BUMDes. 

2.8 Potensi Pajak BUMDes 

Dalam hal pengenaan pajak untuk BUMDes, jenis pajak Badan Usaha 

yang harus dibayarkan adalah PPh 21, PPh, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta 

PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

1. PPh 21 

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, 

atau kegiatan lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh 

Wajib Pajak. Pajak ini harus dibayarkan secara rutin tiap bulannya.  
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lapisan pajak dan tarif pajaknya berdasarkan UU HPP adalah: 

 Sampai dengan Rp 60 juta tarif pajak 5% 

 Di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta tarif pajak 15% 

 Di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif pajak 25% 

 Di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar tarif pajak 30% 

 Di atas Rp 5 miliar tarif pajak 35% 

Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dikenakan dendan 20 persen lebih besar dari tarif yang di 

tetapkan berdasarkan lapisannya. 

2. PPh 23 

PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, 

penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah 

dipotong oleh PPh Pasal 21. Ini adalah pajak yang dipotong oleh 

pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi 

dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan 

penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan 

aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa. Pihak yang menerima 

penghasilan akan dikenakan PPh 23. 

Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 23 akan 

berlaku 100% lebih tinggi, misalnya untuk tarif 15% menjadi 30% dan 

2% menjadi 4%. 

https://klikpajak.id/blog/punya-npwp-tapi-tidak-lapor-spt-ketahui-risikonya/
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Untuk pemotongnya sendiri adalah badan pemerintah, subjek pajak 

dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan 

perusahaan luar negeri dan orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP. tarif 

PPh Pasal 23 2019 dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: 

 pertama memiliki tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, 

bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya selain 

yang dipotong oleh PPh 21. Contoh perhitungannya sebagai berikut : 

Misalnya penghasilan bruto yang didapat adalah Rp 10.000.000 maka 

PPh 23 besarannya adalah Rp 10.000.000 x 15% = Rp. 1.500.000 

Sedangkan jika tidak memiliki NPWP maka perhitungannya adalah 

penghasilan bruto yang didapat Rp. 10.000.000  maka PPh 23 

besarannya adalah Rp. 10.000.000 x 30% = Rp. 3.000.000 

 Untuk sumber penghasilan pada PPh 23 jenis kedua ini adalah dari 

jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan 

penggunaan harta. Namun demikian, sewa dan penghasilan lain yang 

berasal dari penggunaan tanah dan bangunan tidak dimasukkan dalam 

pemotongan pajak ini. Contoh perhitungannya sebagai berikut 

Misalnya penghasilan bruto yang didapatkan adalah sebesar Rp 

5.000.000, maka PPh 23 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 

5.000.000 x 2% = Rp 100.000 

Sedangkan jika tidak memiliki NPWP maka perhitungannya adalah 

penghasilan bruto yang didapat sebesar Rp. 5.000.000, maka PPh 23 

https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/
https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/
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yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 5.000.000 x 4% = Rp. 

200.000  

3. PPh 4 Ayat (2) 

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas 

penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber 

tertentu seperti jasa kontsruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas 

tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Jadi PPh Pasal 4 ayat 2 Final 

adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final 

dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal PPh 4 ayat 2 dikenakan kepada Wajib Pajak 

(WP) badan dan Orang Pribadi (OP) dan akan dikenakan sesuai objek 

yang di sudah di tetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP). Tarif tersebut 

akan berbeda jina wajib pajak tidak memiliki NPWP, untuk wajib pajak 

yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan denda berupa tarif tambahan 

100 persen dari tarif yang berlaku atau yang telah di tetapkan oleh 

peraturan pemerintah. 

4. PPN 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam setiap proses produksi 

maupun distribusi. PPN dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau 

jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak tersebut dibebankan kepada 
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konsumen akhir. PKP hanya berkewajiban untuk memungut, menyetor, 

dan melaporkan PPN. Dengan demikian, PPN bukan pajak yang 

dikenakan ke PKP, PKP hanya bertugas untuk memungut, menyetor, dan 

melaporkan, sedangkan yang berkewajiban membayar PPN adalah 

konsumen akhir. 
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BAB III  

METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR 

 

 

 

 

3.1 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah: 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data ini dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan 

dokumentasi yang berasal dari sumbernya. 

b) Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, 

laporan, atau dokumen yang tersedia untuk Penulisan, biasanya data ini 

bersifat tetap. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data, sebagai berikut: 

a) Observasi 

Metode ini dilakukan penulis untuk pengamatan secara langsung di 

lapangan agar mengetahui unit usaha apa saja yang ada di BUMDes 

Artha Mulya. 
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b) Wawancara  

Wawancara, merupakan proses pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab yang dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai pihak 

yang berkompeten dan bertanggung jawab pada BUMDes Artha Mulya. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi, merupakan proses menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen, yang berbentuk dokumen maupun arsip yang 

berhubungan dengan pokok bahasan Praktik Kerja Lapangan. 

3.3 Objek Kerja Praktik 

3.3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik 

a) Waktu Pelaksanaan Praktik 

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 17 Januari – 04 Maret 2022 

b) Tempat Pelaksanaan Praktik 

Lokasi Praktik Kerja Lapangan penulis berada di BUMDes Artha 

Mulya yang terletak di Desa Waluyo Jati, Kecamatan Pringsewu, 

Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. 

3.3.2 Gambaran Umum BUMDes 

3.3.2.1 Profil Singkat BUMDes dan Struktur Organisasi 

a. Profil Singkat BUMDes 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Mulya adalah 

lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Waluyojati, 

Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang didirikan pada 

tanggal 14 Februari 2020. Berdirinya BUMDes Artha Mulya 

merupakan upaya dalam meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi 
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desa, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk meningkatkan 

Penghasilan Asli Desa (PADesa) guna mensejahterakan masyarakat 

desa khususnya di desa Waluyojati. BUMDes ini dibentuk berdasarkan 

forum musyawarah desa yang dihadiri perwakilan masyarakat, 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga 

kemasyarakatan lainnya, dengan perbekalan potensi serta pengalaman 

yang sudah ada di masyarakat. 

b. Struktur Organisasi BUMDes Artha Mulya 

Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian. 

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar tertentu yang 

menunjukan hubungan satuan organisasi individu-individu didalam 

suatu organisasi. Berikut struktur organisasi BUMDes Artha Mulya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BUMDes Artha Mulya 
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3.3.3 Visi dan Misi BUMDes 

a. Visi  

Visi BUMDes Artha Mulya dalam rangka memperkuat pendapatan desa 

untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh 

kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. 

b. Misi 

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa 

(PAD), 

2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa, 

3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber, 

4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, 

5. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada, 

6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 

pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dan 

7. Memberikan kegiatan positif bagi para pemuda-pemudi desa 

Waluyojati cara mengikuti pengelolaan usaha yang di kembangkan 

oleh BUMDes Artha Mulya. 

3.4 Jenis Usaha BUMDes 

BUMDes Artha Mulya mempunyai berbagai jenis usaha diantaranya : 

1. Jasa Konveksi 

Jasa Konveksi merupakan salah satu usaha BUMDes Artha Mulya yang 

memproduksi baju dan bekerjasama dengan UMKM lokal. Target 
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marketing atau penjualannya sudah sampai ke berbagai daerah salah 

satunya Jakarta. 

2. Sewa Peralatan Pesta 

Sewa Peralatan Pesta merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa 

untuk kebutuhan pesta seperti tarub, blower, ketring, dan alat-alat pesta 

lainnya. Usaha ini sangat membantu warga setempat yang ingin 

mengadakan pesta atau acara-acara yang membutuhkan peralatan 

tersebut. 

3. Usaha Dagang 

Usaha dagang merupakan usaha yang menjajakan snack-snack makanan 

seperti stik, cucuk gigi, macaroni dan berbagai makanan lainnya. Usaha 

ini juga sangat banyak peminatnya karena selain murah makanan yang di 

jual sangat enak. 

4. Pembuatan Batu Bata 

Usaha ini merupakan usaha yang utama atau penghasilan yang lebih 

besar didapatkan dari usaha Pembuatan Batu Bata karena produksi dan 

pesanannya sudah berskala besar dan banyak pesanan dari warga 

setempat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari Penulisan Tata Cara Pembuatan NPWP Bumdes Artha 

Mulya Desa Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, 

Provinsi Lampung dapat disimpulkan bahwa kurangnya Pelaksanaan 

Pengenaan tata cara pendaftaran pembuatan NPWP secara online atau langsung 

ke kantor pajak dan belum mengetahui berkas apa saja yang diperlukan untuk 

melakukan pendaftaran. Penulis sudah membantu mengedukasi BUMDes 

Artha Mulya mengenai tata cara dalam pembuatan NPWP dan 

menginformasikan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses pendafataran. 

5.2 Saran 

Perlu sosialisasi pajak secara luas kepada Pengurus BUMDes Artha Mulya 

agar dapat lebih memahami tentang manfaat, tujuan dan manfaat dari 

penerapan pajak sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam penerapannya dan 

Wajib Pajak lebih mengerti. 
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